
 

 

 

  



 

A. VISI DAN MISI 

VISI 

“ MAKSIMALNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI 
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG 

BERSIH,TERTIB,TRANSPARAN,AKUNTABEL DAN INOVATIF” 

 

MISI 

        Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah kedepan,ditetapkan 

        Misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per 

tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun. 

 

2. Meningkatkan kapasitas,efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan 

kualitas prima dalam pelayanan pajak. 

3. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang 

cakap,handal,jujur,bertanggung jawab dan professional dalam kemampuan teknis 

maupun manajemen. 

 

4. Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan 

akuntabel. 

 

5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian. 

 

 

B. Sejarah dan Latar Belakang BAPENDA Bartim 

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang – Undang 

Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui 

dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan 

Daerah dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Sesuai Perda No.8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Barito Timur terbentuklah Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sesuai Perda Kabupaten Barito Timur No. 4 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Barito Timur 

terpecah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian berubah menjadi BADAN 

PENDAPATAN DAERAH Tipe B sesuai Perda Kabupaten Barito Timur No.3 Tahun 2016. 

Sesuai Perda No.3 Tahun 2020 menjadi BADAN PENDAPATAN DAERAH Tipe C 

melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah. 

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Peraturan Bupati No. 51 

Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Barito Timur. Namun perkembangan 

waktu dan berubahnya peraturan –peraturan baru tentang Pendapatan Daerah menuntut 
Bapenda Barito Timur untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk memaksimalkan 



 

pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, 

akuntabel dan inovatif. 

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya. Merujuk pada 

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Namun, 

sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD) pada tanggal 05 Januari 2022 pada 

tanggal 05 Januari 2022, maka undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah, Perda No. 1 tahun 2024 tentang 

Retribusi Perijinan Tertentu, Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum, dan 

Perda No. 1 tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

 

C. Tugas dan Fungsi 

Tugas Pokok:  

Mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah, retribusi 

daerah, dan sumber pendapatan lainnya. 

 

Fungsi :  

1. Menyusun perencanaan strategis dan kebijakan di bidang pendapatan daerah 

2. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait potensi pajak dan retribusi daerah 

3. Melaksanakan penetapan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah 

4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi 

5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat. 

6. Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

G.PELAYANAN PUBLIK 

 

Jenis Pelayanan : 

1.Pajak Daerah  

JENIS PAJAK DAERAH : 

1. PAJAK HOTEL 

2. PAJAK RESTORAN 

3. PAJAK HIBURAN 

4. PAJAK REKLAME 

5. PAJAK PENERANGAN JALAN 

6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

7. PAJAK PARKIR 

8. PAJAK AIR TANAH 

9. PAJAK SARANG BURUNG WALET 

10. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN 

11. PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

1.  Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah Fasilitas 

Penyedia Jasa Penginapan /Peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumla.h kamar 

lebih dari 10 (sepulub). 

 

Objek Pajak 

 

1. Pajak Hotel 

  Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk 

jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. 

 

2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, 

teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterilca, transportasi, dan fasilitas sejenis 

lainnya yang disediakan atau dilelola Hotel. 

 

3. Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagairnana dimaksud pada angka (1) adalah 

    a. Hotel; 

    b. Motel, 

    c. Losmen 

    d. Gubul pariwisata; 

    e. Wisma pariwisata 

    f. Pesanggrahan; 

    g. Rumah kos dengan jumlah karnar lebih dari 10 (sepulub), 

    h. Rumah penginapan. 



 

 

4. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada angka (I), adalah : 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; 

c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan 

panti social lainnya yang sejenis; dan 

d. Jasa biro perjalanan tau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 

 

Subjek Pajak 

Subjek Pdak Hotel adalah orang pritradi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada 

orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

 

Walib Pajak 

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi tau badan yang mengusahakan hotel. 

 

Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada Hotel. 

 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan rumah kos di tetapkan 

sebesar 5% (lima persen) 

 

Penghitungan Pajak 

Besaran pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel. 

 

2. Pajak Restoran 

Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang 

mencakup juga romah makan, kantin, warung dan sejenisnya termasuk lasa boga/katering. 

Pajak Restoran dipungut pajak atas pelavanan yang disediakan oleh restoran. 

 

Objek Pajak 

1. Objek Pejak restoran adaiah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

2. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi, pelayanan penjualan makanan dan/ 

atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan 

maupun di tempat lain. 

 

3. Termasuk dalam objek pajak restoran, meliputi: 

a. Restoran, 

b. Rumah makan, 

c. Kafetaria, 

d. Kantin, 

e. Warung, 

f. Depot, 

g. Bar, 

h. Pajasera, 

i. Toko roti, dan 



 

j. Jasa boga/katering, 

 

4. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran 

yang nilai penjualaa/omsetnya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rueiah) setiap 

bulan. 

 

Subjek Pajak 

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau 

minuman dari restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katering; 

 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak res toran adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau 

rumah makan. 

Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jum.lah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran atau rumalr makan. 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Restoran, Rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering sebesar 10% (sepuluh persen). 

Penghitungan Pajak 

'Besaran pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak. 

 

3. Pajak Hiburan 

Hiburan adelah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran, Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan 

hiburan dengan dipungut bayaran. 

 

Objek Pajak 

Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. 

Yang termasuk dalam objek pajak restoran, meliputi : 

a. Tontonan film; 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau peragaan busana; 

c. Kontes Kecantikan; 

d. Pameran; 

e. Diskotik, karaoke, cafe dan sejenisnya; 

f. Sirkus, akrobat, dan sulap 

g. Permainan bilyard; 

h. Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 

i. Panti prjat, refleksi, mandi up /spa, salon dan pusat kebugaran (fitness center); dan 

j. Pertandingan olahraga. 

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak 

dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat 

dan kegiatan keagamaan. 

 

Subjek Pajak 

Subjek pajak hiburan adalah orarlg pribadi atau Badan yang menikmati hiburan 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Hiburan adalah orang Pribadi tau Badan yang menyelenggarakan hiburan. 

Dasar Pengenaan Pajak 



 

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 

diterima oieh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket Cuma-cuma 

yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

 

Tarif  Pajak 

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : 

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% 

2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 

karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/ spa, 

tarif Pajak hiburan 

3. ditetapkan sebesar 20% 

4. Khusus hiburan kesenian rakyat / tradisional tarif Pajak Hiburan ditetapkan 

sebesar 5% 

 

Penghitungan Pajak 

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam besaran tarif masing-masing jenis hiburan dengan dasar 

pengenaan pajak. 

 

  4. Pajak Reklame 

           Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan,atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau 

badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 

Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. 

 

Objek Pajak 

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame 

Yang termasuk dalam objek pajak reklame, meliputi : 

a, Reklame papa/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; 

b. Reklame kain; 

c. Reklame melekat, stiker; 

d. Reklame selebaran; dan 

e. Reklame peragaan. 

 

Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame adalah : 

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan. wart bulanan dan sejenisnya; 

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi 

untuk membedakan produk sejenis lainnya; 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat 

usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama 

pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

e. Nama pengenal usaha yang melekat ditempat usaha atau profesi diselenggarakan 

sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, 

dengan ketentuan luas tidak melebihi 0,5 m2 dan diselenggarakan diatas 

tanah/bangunan yang bersangkutan; 

f. Nama pengenal usaha atau profesi yang menjelaskan tempt atau lokasi pemukiman. 



 

Subjek Pajak 

Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame; 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Reklame adalah orang Pribadi tau Badan yang menyelenggarakan reklame; 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame 

2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame 

sebagaimana 

3. dimaksud pada point (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame 

4. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana 

dimaksud pada point (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 

digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumiah dan 

ukuran media reklame. 

5. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada point (2) tidak diketahui 

dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan 

faktor-faktor sehagaimana dirnaksud pada point (3) 

 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Reklame sebesar 15% (lima belas persen) 

Penghitungan Pajak 

Besaran Pokok Pajak Reklarne yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 15% 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud point 1 s/ d 4 

 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 

maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

 

Objek Pajak 

1. Objek Pajak Penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 

maupun yang diperoleh dari sumber lain 

2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada point (1) meliputi seluruh 

pembangkit listrik, sedangkan tenaga listrik dari sumber lainnya adalah tenanga listrik 

yang diperoleh dari layanan PLN atau perusahaan listrik lainnya; 

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah : 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah 

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat, 

dan perwakilan asing dengan asas timbal balik 

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang 

tidak memerlukan Izin dari instansi teknis terkait dan yang menggunakan 

pembangkat tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 20 KVA 

d. Tenaga listrik yang khusus digunakarr untuk tempt ibadah, sosial dan keagamaan 

Subjek Pajak 

Subjek pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi tau badan yang dapat menggunakan 

tenaga listrik 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga 

listrik, 

 



 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai Jaa/ Tenaga Listrik 

2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada point (1) ditetapkan : 

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga 

Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian 

kWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; 

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung 

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian 

listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

Tarif Pajak 

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen); 

2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber iain oleh industri, pertambangan minyak bumi 

dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen); 

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) 

Penghitungan Pajak 

Besaran pokok Pajak Penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak point 1 s/d 3 dengan nilai jual tenaga listrik; 

 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Mineral bukan logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Objek Pajak 

1. Objek Pajak Mineral bukan logam meliputi: 

a. Asbes 

b. Andesit 

c. batu tulis 

d. batu setengah permata; 

e. batu kapur; 

f. batu apung; 

g. batu permata; 

h. bentonit; 

i. dolomit; 

j. feldspar; 

k. garam batu (halite) 

l. grafit; 

m. granit; 

n. gips; 

o. kalsit: 

p. kaolin; 

q. leusit: 

r. magnesit; 

s. mika; 

t. marmer; 

u. nitrat; 

v. opsidien; 

w. oker; 

x. pasir dan kerikil 

y. pasir kuarsa; 

z. perlit; 

aa. phospat 



 

bb. talk; 

cc. tanah serap (fuller earth); 

dd. tanah diatome; 

ee. tanah liat; 

ff. tawas (alum); 

gg. tras; 

hh. yarosif; 

ii. zeolit; 

jj. basal; 

kk. trakkit; 

ll. Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan 

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan logam adalah : 

a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan 1,gam dan Batuan yang nyata-nyata tidak  

dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan 

rumah tangga, pemansangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, 

penanaman pipa air/ gas; 

b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan 

dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil. 

Subjek Pajak 

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan; 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang 

mengambil mineral bukan logam dan batuan. 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan 1,gam dan Batuan adalah nilai jual hasil 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

2. Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada point (1) dihitung dengan mengalikan volume 

atau tonase hail pengambilan dengan nilai pasar atau standar masingmasing jenis 

mineral bukan logam dan batuan 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (dua puluh persen) 

Penghitungan Pajak 

Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% dengan nilai jual hasil pengambilan mineral 

bukan logam dan batuan. 

7. Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan 

Objek Pajak 

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempt penitipan kendaraan bermotor 



 

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah : 

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawannya sendiri; 

c. Penyelenggaraan tempt parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing 

dengan asas timbal balik; 

d. Penyelenggaraan tempat parkir di tempt ibadah 

Subjek Pajak 

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi tau Badan yang melakukan parkir kendaraan 

bermotor; 

Wajib Pajak 

Wajb Pajak Parkir adalah orang pribadi tau Badan yang menyelenggarakan tempat perkir; 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempt parkir, 

2. Dasar Pengenaan Pajak Parkir pada point (1) ditetapkan berdasarkan luasan, waktu, 

dan tempat sebagai dasar perhitungan tarif parkir. 

3. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada point (1) termasuk 

potongan harga parkir dan parkir Cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 

parkir. 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Parkir adalah sebesar 25 % (dua puiuh lima persen) 

Penghitungan Pajak 

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 

25% dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara 

tempat parkir 

8. Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Air 

Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

tanah. 

Objek Pajak 

Obiek Paiak Air Tanah adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. 

Tidak termasuk obiek Pajak Air Tanah adalah: 

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, 

pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan ; 

b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus 

didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta 

pengusahaan air dan sumber-sumber air 



 

Subjek Pajak 

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi tau Badan yang melakukan pengambilan 

dan/ atau pemanfaatan air tanah; 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi tau Badan yang melakukan pengambilan 

dan/ atau pernanfaatan air tanah, 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah; 

2. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada point (I) dinyatakan dalam 

rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor 

berikut; 

a. jenis sumber air. 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. kualtas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air 

3. Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada point (2) disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing daerah; 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai perolehan Air 

Tanah. 

Penghitungan Pajak 

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebesar 10% dengan nilai perolehan air tanah. 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. 

Objek Pajak 

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang 

Burung Walet. 

Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan Sarang Burung 

Walet yang telah dikenakan Peenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Subjek Pajak 

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi tau Badan yang melakukan 

pengambilan dan /atau mengusahakan Sarang Burung Walet, 

Wajib Pajak 

Wajb Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan dan / tau mengusahakan Sarang Burung Walet, 



 

 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet; 

 

2. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada point (1) dihitung 

berdasarkan perkalian antara harga pasaran mum Sarang Burung Walet yang berlaka 

di wilayah Kabupaten Barito Timur dengan hasil produksi; 

Tarif Pajak 

Tart Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen. 

Penghitungan Pajak 

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebesar 10% dengan Nila jual Sarang Burung Walet. 

10. Pajak Bumi dan Baagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPP P2) adalah pajak atas bumi 

dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadiatau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan, 

dan pertambangan. 

Objek Pajak 

Objek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan 

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 

bangunan tersebut, 

2. Kolam renang; 

3. Pagar mewah; 

4. Tempat olahraga; 

5. Galangan kapal, dermaga; 

6. Taman mewah; 

7. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan 

8. Menara 

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah Objek Pajak yang 

a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, untuk 

penyelenggaraanpemerintahan; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; 

c. Digunalan untuk kuburan, peningggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanal 

penggembalaan yang dikuasat oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu 

hak; 



 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik: dan 

f. Digunakan oleh baBdan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Subjek Pajak 

Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 

atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan 

/atau memperoleh manfaat atas Bangunan 

Wajib Pajak 

Wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 

atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan 

Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. 

2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 

Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 

wilayah. 

3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud, berdasarkan klasifikasi tanah dan 

bangunan 

4. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 

setiap wajib pajak. 

Tarif Pajak 

1. Tarif PBB P2 ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; 

b. Untuk tambahan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0 ,2% (nol koma dua persen) per tahun; 

2. Dalam pemanfatan Bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap 

lingkungan, maka dikenakan biaya tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak 

Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada point (1), sehingga menjadi sebagai 

berikut ; 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000,000. 000,- (satu milyar triliun sebesar 

0,15% (nol koma lima belas persen) per tahua 

b. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dit tapkan sebesar 

0,3% (nol koma tiga persen) 

3. Dalam hai pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan ramah lingkungan dan/ atau 

merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada point (1), sehingga menjadi sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun; 

b. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,1% (nol koma satu persen) per tahun. 



 

 

Penghitungan Pajak 

Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud Pada Tarif PBB P2, dengan dasar pengenaan pajak yaitu NJOP setelah 

dikurangi 

NJOPTKP. 

11.  Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak 

atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip 

dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki 

tanggung jawab untuk membayar pajak. 

Objek Pajak 

1. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. 

2. Perolehan Hak atas tanah dan /atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi 

    a. Pemindahan hak karena : 

1. jual beli; 

2. tukar menukar; 

3. hibah; 

4. hibah wasiat: 

5. waris; 

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. pemisahan hak yang mengalabatkan peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempuyai kekuatan hukum tetap; 

10. penggabungan usaha;atau 

11. peleburan usaha 

b. Pemberian hak baru karena; 

1. kelanjutan pelepasan hak: atau 

2. diluar pelepasan hak 

  3. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas adalah: 

a. hak milik: 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. hak pengelolaan. 

 Objek pajak yang tidak dikenakan BPHITB adalah Objek Pajak yang diperoleh: 

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan timbal balik: 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan 

gun kepentingan umum; 



 

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di luar fungi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut: 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau arena perbuatan hukum lain dengan 

tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan 

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

Subjek Pajak 

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribad atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. 

  Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan pajak Ba Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP. 

2. NPOP sebagaimana dimaksud dalam hal; 

a. jual beli adalah harga transaksi; 

b. tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. hibah adalah nilai pasar 

d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. waris adalah nilai pasar; 

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adaiah nilai pasar; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap adalah nilai pasar; 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan deri pelepasan hak adalah nilai 

pasar 

j. pemberian hak haru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau 

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam 

risalah lelang. 

3.  Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak      

diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

4.  Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar R,p. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 

untuk setiap wajib pajak. 

5.  Dalam hal POP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang 

masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke 

atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, 

NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300,000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Tarif Pajak 



 

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% (ima persen)  

Penghitungan Pajak 

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dijelaskan pada dasar pengenaan pajak BPHTB di atas, setelah dikurangi dengan 

NPOPTKP. 

2. PBB-P2 & BPHTB 

3. Stiker Tanda Pajak Bapenda Bartim 

Stiker tanda pajak adalah stiker yang diberikan kepada wajib Pajak yang telah melakukan 

pembayaran pajak,berisikan tanggal masa laku pajak. 

4. Door To Door 

Door to door adalah cara yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan pemasukan pajak daerah. 

Door to door atau kunjungan dari pintu ke pintu dilakukan petugas Bapenda untuk menyampaikan 

surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak. Door to door dapat 

berupa Pendataan Pajak Daerah untuk memperoleh objek pajak (OP) baru serta Penagihan Pajak 

Daerah, hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak dalam hal 

pendaftaran objek pajak dan pembayaran pajak.  

Door To Door merupakan layanan jemput langsung dimana pegawai atau petugas pajak Bapenda 

mendatangi langsung tempt usaha atau rumah wajib pajak. Layanan Door to Door juga bertujuan 

untuk mengingatkan wajib pajak agar tetap mematuhi tanggungjawab mereka membayar pajak, 

serta sebagai salah satu upaya dari Bapenda untukmencapai target Pendapatan Ali Daerah (PAD). 

5. RETRIBUSI 

     Secara umum, tugas dan fungs bidang retribusi di BAPENDA Bartim mencakup: 

    Tugas: 

1. Perencanaan dan Pengelolaan Retribusi:  

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pemungutan retribusi. 

b. Mengelola dan mengawasi pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Pemungutan dan Penagihan: 

a. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah dari masyarakat dan pelaku usaha 

b. Melakukan penagihan retribusi yang belum dibayar atau tertunggak. 

3. Pendataan dan Pendaftaran 

a. Melakukan pendataan objek dan subjek retribusi 

b. Mengelola pendaftaran wajib retribusi. 

4. Pengawasan dan Evaluasi: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi 

b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja pemungutan retribusi 

5. Sosialisasi dan Pembinaan: 

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran retribusi 



 

b. Memberikan pembinaan kepada wajib retribusi mengenai tata cara pembayaran dan 

kewajiban mereka. 

 

Fungsi: 

1. Penyusunan Kebijakan; 

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang retribusi daerah 

b. Menyusun peraturan daerah terkait dengan retribusi 

2. Pelayanan Publik: 

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran retribusi 

b. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai retribusi 

3. Koordinasi: 

a. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemungutan retribusi 

b. Berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal pendataan dan pengawasan objek 

retribusi 

4. Administrasi: 

a. Mengelola administrasi pemungutan retribusi, termasuk penerbitan surat ketetapan retribusi. 

b. Melaksanakan administrasi pencatatan dan pelaporan hasil pemungutan retribusi. 

 

Jam Operasional : 

Senin  07.30-16.00 

Selasa  07.30-16.00 

Rabu  07.30-16.00 

Kamis  07.30-16.00      

Jumat  07.30-16.00 

Sabtu  Tutup 

Minggu  Tutup 

 

H. REGULASI DAN KEBIJAKAN 

Pasal 187 

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan 

diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah 

mempertimbangan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Pasal 188 



 

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea 

balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai 

berlaku tanggal 5 Januari 2025. 

Pasal 189 

(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 

sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 

(2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab 

OPD meliputi : 

a. Badan Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah; 

b. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah mengenai Peraturan Bupati 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

c. Dinas Lingkungan Hidup mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan 

Kebersihan; 

d. Dinas Perhubungan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Parkir di Tepi 

Jalan Umum; 

e. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengenai Peraturan Bupati tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar; 

f. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengenai Peraturan Bupati tentang 

Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,pertokoan dan 

tempat kegiatan usaha lainnya; 

g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan 

mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penyediaan pelelangan ikan, ternak, 

hasil bumi,hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 

pelelangan 

h. Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas 

Perhubungan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penyediaan tempat khusus parkir 

diluar badan jalan; 

i. RSUD, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengenai 

Peraturan Bupati tentang Retribusi penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan 

/villa; 

j. Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

k. Dinas Perhubungan mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan jasa 

kepelabuhanan; 

l. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengenai Peraturan 

Bupati tentang Retribusi pelayanan tempat rekreasi , pariwisata dan olahraga; 

m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan 

mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi penjualan hasil produksi usaha 

pemerintah daerah; 

n. Sekretariat Daerah, Dinas PUPR PERKIM, BAPPLITBANGDA, Dinas 

Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BKPSDM, 10 Kecamatan, 

Dinas Perikanan dan Peternakan , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

DISNAKERTRANS dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 



 

Perdagangan Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas 

Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Bupati tentang 

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; 

o. Dinas PUPR PERKIM mengenai Peraturan Bupati tentang Retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung; 

p. DISNAKERTRANS PERINDUSTRIAN mengenai Peraturan Bupati Retribusi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
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H. RENCANA STRATEGIS 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi dan merupakan target kualitatif 

organisasi, sehingga pencapaian target in dapat merupakan ukuran kinerja faktor-

faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi 

dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan 

tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka 

mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan 

penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. 

Oleh karena maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 

yaitu: 

1. Terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang baik dan maju. 

2. Terwujudnya peningkatan capaian target pendapatan daerah. 

3. Peningkatan tata kelola manajemen BAPENDA 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara 

kuantitatif, sehingga dapat diukur. 

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain : 

1. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah; 

2. Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas; 

3. Terlaksananya tugas dan tanggungjawab BAPENDA; 

 

I. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN BARITO TIMUR 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan 

daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah 

rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang 



 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan 

fungi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Barito Timur. Selanjutnya Perumusan 

strategi untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, 

maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada table berikut ; 

N0 tujuan sasaran strategi kebijakan Program 

1 Peningkatan 

tata Kelola 

manajemen 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Meningkatkan 

kualitas kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintah 

daerah 

Penerapan Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatkan 

disiplin dan 

kinerja aparatur 

Program 

penunjang 

urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

Kualitas manajemen 

organisasi melalui 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur,akuntabilitas 

kinerja keuangan dan 

database BAPENDA 

Peningkatan 

akuntabilitas 

penatausahaan 

pengelolaan 

keuangan,asset 

dan database 

BAPENDA 

2 Terwujudnya 

tata Kelola 

Pajak Daerah 

Meningkatkan 

hasil 

pengelolaan 

Pajak Daerah 

Meningkatkan 

penerimaan pajak 

Daerah sebagai 

Sumber Pembiayaan 

Daerah 

Peningkatan 

sarana dan 

presarana 

termasuk system 

informasi 

Program 

pengelolaan 

pendapatan 

Daerah 

Pemberian 

apresiasi kepada 

wajib pajak taat 

pajak 

Pendataan potensi 

wajib pajak 

daerah 

Intensifikasi dan 

ekstensifikasi 

pajak daerah 

3 Terwujudnya 

tata Kelola 

Pajak Daerah 

Meningkatnya 

hasil 

Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

Meningkatkan 

Penerimaan Retribusi 

Daerah sebagai 

Sumber Pembiayaan 

Daerah 

Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

termasuk system 

informasi 

Program 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

Pendapatan 

potensi wajib 

retribusi daerah 

Intensifikasi dan 

ekstensifikasi 

retribusi daerah 

Meningkatnya 

hasil 

pengelolaan 

Pendapatan 

Lainnya 

Meningkatkan 

Penerimaan 

Pendapatan Lainnya 

sebagai Sumber 

Pembiayaan Daerah 

Peningkatan hasil 

pengelolaan 

kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

serta pendapatan 

Program 

pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 



 

Lainnya 

 

J. LAPORAN PAD TAHUN 2018-2023 

 

 

               Pendapatan Asli Daerah 

            Tahun 2018  

Target Realisasi % 

Pajak Daerah 21.253.232.848,28 11.350.422.631,53   53,41 

Retribusi Daerah   6.407.710.000,00   2.058.541.752,00   32,13 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan   8.629.483.615,00   8.635.182.355,00 100,07 

Lain-lain PAD Yang Sah 24.390.288.800,00 25.787.255.136,89 105,73 

JUMLAH 60.680.715.263,28 47.831.401.875,42   78,82 
 

 

 

               Pendapatan Asli Daerah 

           Tahun 2019  

Target Realisasi % 

Pajak Daerah 28.503.000.000,00 15.398.422.745,57   54,02 

Retribusi Daerah 4.980.000.000,00 2.251.549.412,00   5,21 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 7.678.671.571,00 7.681.995.596,00 100,04 

Lain-lain PAD Yang Sah 28.372.288.800,00 32.731.594.680,82 115,36 

JUMLAH 69.533.960.371,00 58.063.562.434,39   83,50 

 

 

 

               Pendapatan Asli Daerah 

           Tahun 2020  

Target Realisasi % 

Pajak Daerah 20.865.000.000,00 19.155.287.724,86   91,81 

Retribusi Daerah 5.536.750.000,00 2.111.338.328,00   38,13 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 7.783.215.980,00 7.738.215.980,00   99,42 

Lain-lain PAD Yang Sah 35.062.335.805,00 35.979.011.075,30 102,61 

JUMLAH 69.247.301.785,00 64.983.853.108,16   93,84 

 

 

 

               Pendapatan Asli Daerah 

           Tahun 2021  

Target Realisasi % 

Pajak Daerah 16.335.000.000,00 11.328.638.155,40   69,34 

Retribusi Daerah 10.296.000.000,00 2.175.119.930,00   21.18 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 11.493.207.046,00 11.499.947.418,00 100,06 



 

Lain-lain PAD Yang Sah 47.249.680.283,00 73.458.954.964,15 155,47 

JUMLAH 85.346.887.329,00 98.462.660.467,55 115,37 
 

 

 

 

               Pendapatan Asli Daerah 

           Tahun 2022  

Target Realisasi % 

Pajak Daerah 10.910.000.000,00 11.593.759.007,00 106,27 

Retribusi Daerah 4.701.950.000,00 2.545.019.804,00   54,13 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 14.158.036.469,00 14.158.036.468,00 100,00 

Lain-lain PAD Yang Sah 47.250.276.983,00 55.325.042.385,20 117,09 

JUMLAH 77.020.263.451,00 83.621.857.664,20 108,57 
 

 

 

               Pendapatan Asli Daerah 

           Tahun 2023  

Target Realisasi % 

Pajak Daerah 25.543.000.000,00 18.336.577.259,00   71,79 

Retribusi Daerah 3.908.604.800,00 2.765.698.933,00   70,76 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan -        27.049.142,65 - 

Lain-lain PAD Yang Sah 47.904.561.954,00 52.336.067.174,81 109,25 

JUMLAH 77.356.166.754,00 73.465.392.509,46   94,97 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

K. KONTAK DAN LOKASI 

JI. Baruh Rintis Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Tamiang Layang 73611 

No.telp : (0526) 222232 

Email: bapenda@baritotimurkab.go.id  

Website: www.bapenda.baritotimurkab.go.id 

 Bapenda Bartim 

  bapendabartim 

  @bapenda_bartim 

PETA LOKASI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.BARTIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bapenda@baritotimurkab.go.id
http://www.bapenda.baritotimurkab.go.id/


 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Mandiri Untuk Penerimaan Pajak Retribusi 

Melalui Bank Mandiri. 

 

 

Koordinasi Bersama Bank Mandiri Untuk Pembukaan Kanal EDC dan QRIS. 



 

 

Capasity Building TP2DD seKalimantan Tengah. 

 

 

Workshop IETPD Semester II 2023 

  



 

 

Worksop IETPD Semester I 2023. 

  



 

 

 

   

Ucapan Terima Kasih 

 Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala Berkat dan Karunia-Nya hingga saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan 

kepada seluruh pihak yg mendukung dalam pembuatan profil BAPENDA ini. 

Harapan kami kedepan BAPENDA dapat terus berinovasi dan semakin maju 

dalam melakukan tugas dan pelayanan terhadap seluruh bidang masyarakat di 

barito timur ini. 

 


